PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

DESA BANYUURIP

Sek. :Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 141/15 /437.116.11/2025

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, HONOR PKPKD / PPKD,TUNJANGAN
KESEHATAN DAN TUNJANGAN HARI TUA KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang g 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c,

dan huruf d Peraturan Bupati Gresik Nomor 97 Tahun 2022
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, bahwa Penghasilan
dan Tunjangan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa terdiri atas Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan,
Tunjangan Kesehatan, dan Tunjangan Hari Tua;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Bupati  Gresik Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penghasilan

T etap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa, bahwa Penghasilan tetap Kepala Desa

dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

a, dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD yang

dibayarkan setiap akhir bulan;

3. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan
huruf b diatas, maka perlu menetapkan dalam Keputusan
Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik tentang Penghasilan Tetap, Honor PKPKD /
PPKD, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Dana Pensiun dan
Tunjangan Hari Tua Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun
Anggaran 2026.

e

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaranl



Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594 );

2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1052);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa di setiap Desa, Penggunaan dan
Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari
Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih3
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 593);
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Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik
Indonesia Nomor Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 201 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 97 tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 97;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kab.Gresik Tahun 2025 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 14);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggung jawaban
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 17);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Satuan
Harga Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 18);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pedoman dan
Standart Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026.;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 104);

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banyuurip
Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan
Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2029 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa
Banyuurip Tahun 2025 Nomor 3);

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja




Menetapkan :

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025
Nomor 4);

36. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDESA ) Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

: Dengan Keputusan ini menetapkan Besaran Penghasilan Tetap,Honor

PKPKD / PPKD, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua
Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Desa Banyuurip Kecamatan

Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026;

: Besaran Penghasilan Tetap, Honor PKPKD / PPKD, Tunjangan

Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Kepala Desa dan Perangkat
Desa, Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2026 sebagaimana pada diktum Kesatu
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penghasilan Tetap, Honor PKPKD / PPKD, Tunjangan Kesehatan
dan Tunjangan Hari Tua Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa
Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun
Anggaran 2026 sebagaimanapada diktum Kedua dibayarkan
tiap bulan;

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2026 Desa Banyuurip
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila
di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Djtéiﬁkan di : Banyuurip
% \l\a Ar -

Pada-Tafiggal : 31 Desember 2025

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Ujungpangkah
2. Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip

3. Yang Bersangkutan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR
TANGGALI

:141 /15 /437.116.11/2025

: 31 Desember 2025

BESARAN PENGHASILAN TETAP, HONOR PKPKD / PPKD, TUNJANGAN KESEHATAN
DAN TUNJANGAN HARI TUAKEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2026

NO

NAMA

JABATAN

Penghasilan
Tetap/Bin

(Rp.)

Honor PKPKD
/ PPKD (BHP)
(Rp.)

Tunjangan/Bin
(PAD)
(Rp.)

Penerimaan
Lain/Bln
(Rp.)

Tunjangan
Kesehatan
/Bin (Rp.)

Jaminan

Ketenagakerjaan
UKM, JKT, JHT

(Rp.)

Tunjangan
Pensiun/bin
(Rp.)

JUMLAH
(Rp.)

Sumber
Dana

IHSANUL HARIS, S. Pd

Kepala Desa

5.000.000

2.750.000

1.000.000

400.000

51.954

312.000

150.000

9.663.954

ADD/

BHPD/

PADes
/Pihak 111

M. BISRUL KHAFID, S. IP

SeKkretaris
Desa

3.200.000

1.760.000

600.000

51.954

199,630

96.000

7.708.154

ADD /

BHPD/

PADes
/Pihak III

WINDA NUR HIDAYATI

Ur. Keuangan

2.900.000

1.595.000

300.000

51.954

180,960

87.000

4.934.135

ADD /

BHPD/

PADes
/Pihak III

ALIMAN

Kasi Kesra

2.900.000

1.595.000

300.000

51.954

180,960

87.000

4.934.135

ADD /
BHPD/
PADes
/Pihak III

AHMAD MUHAMMAD

ASSHOFI

Pemerintahan

2.900.000

1.595.000

300.000

51.954

180,960

87.000

4.934.135

ADD /

BHPD/

PADes
/Pihak Il

RUSDIAH FATATI, ST

Perencanaan

2.900.000

1.595.000

300.000

51.954

180,960

87.000

4.934.135

ADD /

BHPD/

PADes
/Pihak IlI

TARIKHUL AMSYA

Pelayanan

2.900.000

1.595.000

300.000

51.954

180,960

87.000

4.934.135

ADD /

BHPD/

PADes
/Pihak Il




LAILATUL MASYRIFA,
S. TP

Tata Usaha
& UMUM

2.900.000

1.595.000

300.000

51.954

180,960

87.000

4.934.135

ADD /
BHPD/
PADes

/Pihak III

AH. FATICH,S, S. Pd.I

Kepala Dusun

2.900.000

1.595.000

300.000

51.954

180,960

87.000

4.934.135

ADD /

BHPD/

PADes
/Pihak 111

10

FAUZI

Kepala Dusun

2.900.000

1.595.000

300.000

51.954

180,960

87.000

4.934.135

ADD /
BHPD/
PADes

/Pihak III

1%

MOH. KHIZAM, S. Pd.I

Kepala Dusun

2.900.000

1.595.000

300.000

51.954

180,960

87.000

4.934.135

ADD /

BHPD/

PADes
/Pihak Il

12

MUHAMMAD
SE

THRON],

Kepala Dusun

2.900.000

1.595.000

300.000

51.954

180,960

87.000

4.934.135

ADD /

BHPD/

PADes
/Pihak 11

13

WANTIONO

Kepala Dusun

2.900.000

1.595.000

300.000

51.954

180,960

87.000

4.934.135

ADD /

BHPD/

PADes
/Pihak I11

14

NANIK SAIDAH

Staff PEMDES

600.000

600.000

PADes

15

ILMAN ZIDNI, S. Pd.I

Staff PEMDES

500.000

500.000

PADes

16

ENDANG DAHLIAH

Petugas
Kebersihan

400.000

400.000

PADes

: Banyuurip

% 'P<: 31 Desember 2025




